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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc204776593]	Latar Belakang
Kasus Kecurangan (Fraud) banyak terjadi di berbagai negara terutama di   yang Indonesia. kasus Kecurangan bisa terjadi di kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku yang melakukan tindak kecurangan (Wijaya & Adechandra, 2020). 
 Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2016) kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja  untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  membagi kecurangan (fraud) ke dalam tiga kelompok berdasarkan perbuatan, yaitu penyalahgunaan aset (asset missappropiations), kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud) dan korupsi (corruption).
Penyalahgunaan aset merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi untuk menyelewengkan atau mencuri aset yang dimiliki oleh organisasi tempat mereka bekerja. Korupsi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kecurangan laporan keuangan merupakan tindak manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mendapatkan keuntungan (Tuanakotta, 2018).
	Tabel 1.1  Kasus Kecurangan Paling Merugikan di Indonesia

	No.
	Jenis Kecurangan
	Jumlah kasus
	Presentase kasus
	Kerugian Negara (Rp)

	1.
	Kecurangan laporan keuangan
	22
	9,2%
	242.260.000.000

	2.
	Korupsi
	167
	69,9%
	373.650.000.000

	3.
	Penyalahgunaan aset
	50
	20,9%
	257.520.000.000

	Total
	239
	100%
	873.430.000.000

	Sumber:ACFE, 2019



Berdasarkan tabel 1.1 yang terlampir terlihat bahwa ada tiga kasus kecurangan yang paling merugikan Negara Indonesia pada tahun 2019 yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan pada laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aset. Kasus korupsi adalah kasus yang paling besar nominal kerugiannya dengan kerugian yang di timbulkan sebesar Rp373.650.000.000.
	Tabel 1.2  Persentase Pelaku Fraud

	No.
	Pelaku Fraud
	Presentase 


	1.
	Karyawan
	31,8%

	2.
	Pemilik
	29,4%

	3.
	Manajer
	23,4%

	4.
	Lainnya
	15,1%

	Total
	100%

	Sumber:ACFE (2019)



Dari data tabel 1.2 yang terlampir di atas dapat di lihat bahwa pelaku kecurangan yang memiliki persentase paling tinggi untuk melakukan tindak kecurangan pada organisasi adalah karyawan yang ada di dalam internal organisasi sebesar 31,8%, pemilik organisasi memiliki persentase 29,4%, manajer 23,4%, dan pelaku kecurangan lainnya sebesar 15,1%.
	Tabel 1.3  Persentase Sumber Pengungkapan Fraud

	No.
	Sumber Pengungkapan Fraud
	Presentase 


	1.
	Karyawan
	50,2%

	2.
	Pihak tanpa menyebut nama
	23,4%

	3.
	lainnya
	8,8%

	4.
	Pelanggan
	6,7%

	5.
	Pemasok
	4,6%

	6.
	Pemilik/pemegang saham
	3,4%

	7.
	Pesaing 
	2,9%

	Total
	100%

	Sumber:ACFE (2019)	



Selain memiliki persentase yang paling tinggi dalam melakukan tindak kecurangan pada tabel 1.2 karyawan juga memiliki persentase paling tinggi dalam hal melakukan pengungkapan terhadap kecurangan pada suatu organisasi yang dapat dilihat pada tabel 1.3 dilampirkan di atas karyawan memiliki persentase sebesar 50,2%.
Berdasarkan data statistik yang dilansir dari Transaparancy Internasional Indonesia  Negara Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK)  dengan skor 37 dan rangking 99 dari 180 negara pada tahun 2024 (TII, 2025). Indonesia Corruption Watch (2022) mengungkapkan bahwa pada enam bulan pertama terdapat 252 kasus kecurangan yang terjadi dan dari kasus yang telah terjadi terdapat 612 orang yang ditetapkan sebagai tersangka  dalam kasus kecurangan  dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp33,6 triliun. Dari 612 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 38% diantaranya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tersangka yang paling banyak di usut oleh  Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang enam bulan pertama pada tahun 2022 adalah pegawai pemerintah daerah, swasta, dan kepala desa. Pada pemetaan kasus korupsi berdasarkan Modus Semester 1 tahun 2022 Modus - modus kecurangan yang paling dominan digunakan oleh tersangka kecurangan adalah penyalahgunaan anggaran, markup, dan kegiatan/proyek fiktif. Ketiga kasus tersebut sering kali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah (ICW, 2022). 
Untuk melakukan pemberantasan terhadap kasus kecurangan, maka harus dilakukan upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kecurangan di masa yang akan datang. Pencegahan kecurangan merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan atau terlintas di dalam pikirannya untuk melakukan tindak kecurangan yang bersifat merugikan. Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus yang akan terjadi dan mengurangi risiko terjadinya tindak kecurangan yang akan dilakukan, sehingga kerugian yang terjadi akibat kecurangan di negara bisa di minimalisir dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat umum bisa disalurkan secara maksimal.
Kecurangan pada sektor pemerintahan bisa terjadi secara vertikal maupun secara horizontal, dari struktur pemerintahan yang berada di pusat sampai dengan pemerintahan daerah, pada level eksekutif maupun level legislatif. Di Indonesia instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset pada daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD adalah instansi pemerintah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2020 tentang organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Keuangan dan Aset. Tujuan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah, mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel. Meskipun BPKAD memiliki tugas dan tujuan seperti yang telah dijelaskan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap timbulnya indikasi kecurangan dan penyelewengan yang terjadi.
Terlihat dari terjadinya kasus - kasus yang menyeret orang-orang yang melibatkan BPKAD dan kemudian merusak nama instansi. Kasus-kasus yang merusak nama baik dari BPKAD antara lain:
1. Pada tahun 2017 Polda Kalimantan Barat (Kalbar)  menetapkan dua orang tersangka dalam kasus Dana Bantuan Khusus Desa dari BPKAD Bengkayangan senilai Rp 20 miliar (BPK RI, 2019).
2.  Pada tahun 2024 polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus belanja modal lahan di kabupaten Sarmi, Papua yang merugikan negara senilai Rp 2,1 miliar (Latumahina, 2024).
3. Pada tahun 2024  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menahan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran uang ganti rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2019 yang ditaksir merugikan Daerah sebesar Rp 4,98 miliar (BPK RI, 2024).
Kasus-kasus yang terjadi dengan melibatkan nama BPKAD, menjadi pukulan telak terhadap nama baik instansi. Dari kasus-kasus yang terjadi beberapa tahun ke belakang seharusnya memicu BPKAD untuk lebih berfokus terhadap instansi untuk melakukan pencegahan terhadap Kecurangan.
Pencegahan kecurangan merupakan suatu tindakan atau upaya yang mencegah seseorang untuk melakukan atau terlintas di dalam pikirannya untuk melakukan tindak kecurangan yang bersifat merugikan. salah satu upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya penerapan zona integritas pada instansi. 
Zona integritas merupakan instansi/organisasi pemerintah yang pemimpin serta jajarannya melakukan komitmen dalam menciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)  melalui reformasi birokrasi terkhusus dalam hal terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Penerapan zona integritas merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah termasuk lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegrasi. Dalam penerapannya di lembaga pemerintah zona integritas memiliki dasar hukum yaitu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada intansi pemerintah yang pimpinan serta jajarannya memiliki komitmen yang kuat serta upaya untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan pada instansinya.
Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan adanya Kompetensi dari aparatur negara tentang pengetahuan mengenai zona integritas, selain dari kompetensi, moralitas dari individu juga adalah salah satu hal yang pendukung untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan.
Kompetensi sangat dibutuhkan dalam pencegahan kecurangan, adanya kompetensi yang berkualitas maka dapat mencegah terjadinya kecurangan. Menurut Suandewi (2021) Jika bertambah baik kompetensi sumber daya manusia, maka bisa meningkatkan pencegahan kecurangan. Semakin tinggi kompetensi aparatur yang dimiliki maka akan berrdampak pada meningkatnya pencegahan kecurangan pada pemerintah (Romadaniati et al., 2020). Menurut penelitian Wahyuni & Nova (2018) dengan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur maka pencegahan terhadap kecurangan bisa dilakukan, dikarenakan aparatur memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.
Dalam pencegahan kecurangan, ada faktor lain yang dapat memoderasi faktor tersebut adalah moralitas individu. menurut penelitian Wonar et al., (2018) moral yang dimiliki oleh setiap individu, moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir ini akan berdampak pada berkurangnya keinginan untuk melakukan kecurangan dari dalam diri seseorang. Menurut penelitian (Atmadja & Saputra, 2017) moralitas mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini di sebabkan kompetensi seseorang sering disalahgunakan  untuk melakukan kecurangan didampingi dengan moralitas yang baik. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur maka semakin tinggi juga kemungkinan dalam meningkatkan moralitas individunya sehingga melakukan hal yang benar dan cenderung untuk melakukan pencegahan kecurangan atau semakin tinggi moralitas individu yang dimiliki oleh seseorang maka semakin rendah pula untuk orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis (Romadaniati et al., 2020).
[bookmark: _Toc204776594]	Rumusan Masalah
Berdasarkan pernyataan yang tercantum pada uraian di atas, maka dihasilkan permasalahan yang di teliti yaitu :
1. Apakah kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ?
2. Apakah moralitas individu dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap pencegahan Fraud pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ?
[bookmark: _Toc204776595]	Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan Fraud pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui Moralitas Individu dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh Kompetensi aparatur terhadap Pencegahan Fraud.
[bookmark: _Toc204776596]	Manfaat Penelitian
	Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang terdiri dari :
1. Manfaat teoritis
a. Penelitian lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi tentang topik yang terkait kompetensi dan pencegahan kecurangan.
b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi terhadap pencegahan kecurangan dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi.
2. Manfaat praktis
a. Bagi BPKAD Provinsi Kaltim
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Dan diharapkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mengetahui dampak dari moralitas individu dalam upaya melakukan pencegahan terhadap pencegahan kecurangan.
b. Bagi instansi pemerintah lain
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan juga moralitas dari pegawai guna untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan. Penelitian ini juga dapat digunakan pemerintah sebagai acuan untuk melakukan perekrutan pegawai untuk mencegah kecurangan.
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[bookmark: _Toc204776597]
KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc204776598]	Landasan Teori
Landasan teori adalah landasan intelektual yang dapat mendukung suatu penelitian, kajian, atau pemahaman terhadap suatu konsep, fenomena, atau topik tertentu. Landasan teori berperan penting dalam memahami, menjelaskan, dan merumuskan hipotesis dalam suatu penelitian atau penelitian (Salma, 2023). Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
[bookmark: _Toc204776599][bookmark: _Hlk204112844]Teori Agensi
Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah suatu konsep hubungan keagenan (agency relationship) yang muncul karena adanya hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan amanah kepada pihak agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal, dalam hal ini pihak agen memiliki kapasitas sebagai pengambil keputusan.


Dalam pencegahan kecurangan pengaplikasian teori agensi yaitu terdapatnya hubungan keagenan yang terjadi antara kepala daerah sebagai prinsipal yang memberikan amanah kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk melaksanakan penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani dalam upaya melakukan pencegahan terhadap kecurangan di daerahnya. Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan amanah yang telah ditugaskan oleh kepala daerah kepadanya dan kepala daerah juga harus memberikan kompensasi yaitu penghargaan kepada pemerintah daerah.

Dalam teori agensi masalah yang terjadi adalah adanya perbendaan sudut pandang atas kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen, pihak agen cenderung mementingkan kepentingan pribadinya. Perbedaan sudut pandang inilah yang akan mengakibatkan pihak agen melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.
Tindakan penyelewengan atau korupsi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah harus selaku agen harus meningkatkan kapasitas serta kompetensi dari pegawainya dalam mempelajari serta menerapkan aturan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan.
[bookmark: _Toc204776600]Teori Atribusi
Teori atribusi merupakan suatu teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana seseorang berperilaku dan dari perilaku tersebut seseorang memiliki alasan untuk melakukan suatu tindakan. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider menjelaskan bahwa dalam tindakan seseorang terdapat dua alasan yang mendasarinya, yaitu alasan dari dalam diri seseorang dan alasan yang berasal dari luar diri seseorang. Alasan dari diri seseorang (internal) adalah alasan yang timbul dari dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan contohnya adalah kompetensi yang dimiliki dari seseorang, sedangkan untuk alasan yang berasal dari luar diri seseorang (external) merupakan suatu dorongan dari luar diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. 
Menurut Hughes & Gibson (1987) menyatakan bahwa teori atribusi merupakan suatu proses yang berhubungan dengan melibatkan presepsi dan kesimpulan yang kemudian di simpulkan sebab dan akibat dari perilaku maupun peristiwa yang diamati di lingkungan sekitar. Teori ini juga dapat dikatakan tentang bagaimana seseorang mengetahui dan mengamati mengenai orang lain dan kondisi lingkungan.
Menurut Settle & Golden (1974) yang menyatakan bahwa seseorang menghubungkan suatu peristiwa yang di amati dengan melihat berdasarkan pada sebab dan akibat. Peristiwa tersebut lalu dikaitkan dengan penyebab yang diamati maupun penyebab yang tidak diamati  
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Teori perkembangan moral kohlberg di kemukakan oleh kohlberg pada tahun 1995 teori ini mempunyai pemikiran bahwa dasar dari perbuatan etis yaitu penalaran moral dari seseorang. Seseorang yang memiliki moral tinggi atau rendah bisa diukur dengan tahapan perkembangan moral yang berlandaskan pada perkembangan dari penalaran moralnya (Yusuf et al., 2021). Tingkat dari penalaran moral individu merupakan dasar dari memahami keinginan seseorang dalam melaksanakan perbuatan tertentu mengenai dilema etik yang berdasar pada tingkat penalaran moralnya (Rahimah et al., 2018).
Terdapat tigas fase pada perkembangan moral yaitu pre-conventional, fase conventional, serta fase post-conventional (Yusuf et al., 2021). Pada fase pre-conventional pribadi cenderung melakukan perbuatan sebab dan mengindikasikan ketaatan serta kekhawatiran pada aturan hukum. Tingkatan moral ini membuat seseorang akan berpikir bahwa keperluan individunya merupakan urusan utama ketika melaksanakan perbuatan (Fathia & Indriani, 2022). Pada fase conventional, pertimbangan moral yang berhubungan dengan peraturan sosial, wawasan hukum, tanggung jawab, serta keadilan di dalam wilayah sosial yang dimiliki oleh seseorang. Pada fase conventional ini  manajemen terwujud dikarenakan manajemen mulai mematuhi standar akuntansi serta aturan yang telah ditetapkan guna terhindar dari kecurangan (Fathia & Indriani, 2022). Pada fase post-conventional, seseorang telah memperlihatkan kematangan yang lebih tinggi pada moral manajemen. Kedewasaan moral merupakan dasar yang dipertimbangkan oleh manajemen ketika sedang menghadapi masalah-masalah etis mengenai kewajiban sosial terhadap orang lain. Berdasarkan tanggung jawab sosial, para manajemen yang memiliki moralitas tinggi diharapkan untuk tidak akan melaksanakan perbuatan atau kegiatan yang memiliki indikasi untuk melanggar aturan serta potensi melakukan penyelewengan pada akuntansi (Fathia & Indriani, 2022).
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Menurut Suparno (2008) kompetensi merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan atau tugas atau juga bisa di artikan sebagai keterampilan yang di kuasai serta kecakapan yang di syaratkan. Kompetensi SDM adalah kemahiran atau keterampilan yang di dapati dalam diri manusia untuk menghadapi situasi atau keadaan pada saat melakukan tanggung jawab pada pekerjaannya (Laksmi & Sujana, 2019).
Kompetensi dari seseorang dapat ditingkatkan dengan melakukan dan mencakup beberapa aspek penting yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan, serta wawasan yang didapatkan dari belajar, latihan, pengalaman dan pendidikan. Oleh karena itu kompetensi adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya (Laksmi & Sujana, 2019). Kompetensi juga dapat sebagai kemampuan seseorang yang dapat ter observasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau tugas yang sesuai dengan performa yang telah di tetapkan (Gaol, 2019:503).
Terdapat tiga indikator kompetensi aparatur berdasar pada konsep (Romadaniati et al., 2020) yaitu;
1. Pengetahuan, pengetahuan diukur melalui kemampuan dari aparatur dalam melakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan dan penetapan rencana kerja serta penggunaan data yang relevan dan terbaru.
2. Keterampilan, diukur dengan penerapan prinsip efisiensi dan berorientasi, pemanfaatan teknologi dan sumber pada pelaksanaan tugas, serta pemberian alternatif lebih dari satu oleh pegawai kepada pimpinan.
3. Sikap perilaku, sikap dan perilaku di ukur melalui proses penyelesaian masalah sesuai dengan prosedur yang ada, sikap baik yang tetap ditunjukkan oleh aparatur pada saat kondisi yang kurang kondusif, serta sikap dari aparatur dalam menghargai pendapat dan masukkan dari orang lain.
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Kecurangan (Fraud) adalah suatu tindakan kejahatan yang dapat ditangani dengan melalui dua cara yaitu melakukan pencegahan dan melakukan pendeteksian. kecurangan merupakan istilah yang kerap kali digunakan dalam bidang ilmu hukum yang di serap ke dalam disiplin ilmu akuntansi yang menjadi bagian penting dalam disiplin ilmu akuntansi forensik. Kecurangan mencakup tindakan yang dilarang yang sengaja dilakukan oleh pelaku, lalu disembunyikan dan memperoleh manfaat atas tindakan tersebut dengan melakukan perubahan bentuk menjadi uang kas ataupun barang berharga lainnya. Tindakan ini diakukan baik secara internal maupun eksternal, secara sengaja, disembunyikan (Majid et al., 2019). Jika tindakan kecurangan sudah dilakukan ataupun masih menunggu terjadinya kecurangan untuk ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang disebabkan dan telah dinikmati oleh suatu pihak tertentu, bandingkan bila kecurangan berhasil dicegah, tentu kerugian yang akan terjadi belum semuanya beralih kepada pelaku kecurangan dan jika kecurangan sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan untuk memulihkannya jauh lebih besar daripada melakukan pencegahan sejak dini (Pua et al., 2017).
Menurut BPKP (2008) pencegahan kecurangan merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan antara lain adalah: memperkecil peluang kesempatan yang menyebabkan terjadinya kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya, melakukan pengeleminasian terhadap alasan untuk membenarkan dan merasionalisasikan atas tindakan kecurangan.
Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap kecurangan dan dalam upaya untuk menjalankan tuntunan presiden dan mengakselerasi perwujudan target road map reformasi birokrasi 2020-2024 utamanya terkait dengan birokrasi yang bersih, akuntabilitas yang tinggi, dan pelayanan yang prima, maka penting untuk dibangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan.
Terdapat empat indikator dalam melakukan pencegahan terhadap kecurangan berdasar pada konsep (Dewi & Padnyawati, 2022) yaitu; 
1. Penerapan kebijakan  anti-fraud, diukur melalui terdapatnya komitmen atau rasa sadar untuk melaksanakan kebijakan anti-fraud serta menerapkan program pengendalian anti-fraud  pada instansi.
2. Prosedur  penanganan pencegahan fraud, diukur melalui adanya prosedur penanganan pencegahan fraud serta adanya penerapan aturan perilaku agar terciptanya budaya jujur dan keterbukaan.
3. Teknik pengendalian dalam fraud, diukur melalui adanya sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama serta pembagian tugas secara jelas pada suatu transaksi.
4. Kepekaan terhadap fraud, kepekaan terhadap fraud diukur melalui terdapatnya peningkatan kapasitas dan pelatihan secara profesional bagi pegawai serta staf terlebih khusus yang peka pada sinyal-sinyal fraud.  
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Zona integritas didasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Zona integritas difokuskan untuk program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sdm, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.
Menurut Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2024 zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan terhadap kecurangan. Wilayah bebas korupsi merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan untuk wilayah biroksrasi bersih dan melayani merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,  penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pelayanan publik.
Menurut PermenPAN-RB (2019) terdapat enam area yang difokuskan dalam proses pembangunan zona integritas integritas, keenam area tersebut mencakup;
1. Manajemen perubahan
Manajemen perubahan memiliki tujuan untuk melakukan transformasi dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan dari perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
2. Penataan tatalaksana
Penataan tatalaksana memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM.
3. Penataan manajemen SDM
Penataan manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. 
4. Penguatan pengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
5. Penguatan akuntabilitas kerja
Penguatan akuntabilitas kerja adalah perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik 
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
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Integrasi pendidikan karakter merupakan suatu aspek yang penting dalam mengatasi masalah pada krisis moral. Moral adalah nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun suatu kelompok dalam melakukan pengaturan atas tingkah lakunya (Bahri, 2015). Moralitas terjadi ketika seorang individu ataupun kelompok memilih suatu hal yang baik dikarenakan ia sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya, bukan karena mencari keuntungan untuk pribadi. Moralitas dari seorang individu dalam hal ini merupakan sikap serta perilaku yang baik, ketika seseorang tersebut tidak meminta balasan atas perbuatannya dan melakukannya tanpa pamrih. Kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya (Udayani & Sari, 2017).
Menurut Syaparuddin et al. (2020) mengatakan moral dapat dipahami melalui tiga cara yaitu;
1. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang berdasarkan kesadaran diri, memberikan rasa terikat oleh keharusan untuk mencapai hal yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang menjadi standar di dalam lingkungan tempatnya berada.
2.  Moral sebagai perangkat ide-ide mengenai tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu, yang di tetapkan oleh sekelompok manusia di dalam suatu lingkungan tertentu.
3. Moral merupakan suatu ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.
Menurut Halawa (2021) menyatakan ada empat tahapan proses pembentukan perilaku moral yaitu; 
1. membaca situasi dalam rangka memahami serta menentukan tindakan apa yang dimungkinkan untuk dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap keseluruhan masalah yang di hadapinya.
2.  memikirkan apa yang harus dilakukan dengan menerapkan suatu nilai moral pada situasi tertentu bertujuan untuk menerapkan suatu perilaku moral.
3. Memilih nilai-nilai moral yang sesuai untuk memutuskan apa yang secara aktual akan dibuat.
4.  Melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan di sekitar.
Terdapat enam indikator dari moralitas individu berdasar pada konsep (Fathia & Indriani, 2022) yaitu;
1. Kepatuhan dan hukuman, kepatuhan dan hukuman diukur melalui keserasian antara pekerjaan yang dilakukan dengan tanggung jawab serta kesadaran akan tanggung jawab bekerja,.
2. Individualisme, diukur melalui memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja yang bertujuan untuk menggapai tujuan.
3. Kesesuaian antar pribadi, diukur melalui kemampuan pegawai dalam melakukan adaptasi di dalam ruang lingkup pekerjaan.
4. Keselarasan sosial, diukur melalui kesesuaian antara perbuatan dan perilaku dengan moral yang berlaku pada tempat bekerja serta masyarakat.
5. Utilitas sosial, diukur melalui komitmen yang diberikan oleh aparatur untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku pada tempatnya bekerja.
6. Prinsip etika universal, diukur melalui kejujuran yang diberikan oleh aparatur saat bekerja dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.
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Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dijadikan penulis sebagai referensi, berupa kesimpulan dari teori ilmiah yang telah teruji, serta adanya fakta empiris sebagai dukungan sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari penelitian ini.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan topik penelitian, penelitian ini ditujukan untuk meneliti variabel yang bisa mempengaruhi pencegahan terhadap kecurangan. Variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini adalah kompetensi terhadap pencegahan fraud dan moralitas individu sebagai variabel moderasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Suhartono et al., (2023)  mengenai pengaruh kompetensi pegawai dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen, pencegahan fraud sebagai variabel dependen, serta moralitas individu sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Moralitas individu mampu memoderasi pengaruh kompetensi pegawai terhadap pencegahan fraud sedangkan moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.
Penelitian yang dilakukan Suandewi (2021) mengenai pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, moralitas  dan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa (Studi Empiris pada desa se kecamatan Payangan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, moralitas dan wistleblowing system sebagai variabel independen serta pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa (Studi Empiris pada desa se kecamatan Payangan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi aparatur dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana di desa, sedangkan sistem pengendalian internal dan moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
Penelitian yang dilakukan Fathia & Indriani (2022) mengenai pengaruh Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari sistem keuangan sebagai variabel independen, pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen, dan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini adalah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas individu dapat menjadi variabel moderasi hubungan antara sistem keuangan desa dan pencegahan kecurangan
Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Padnyawati (2022) mengenai Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara). Variabel dari penelitian ini terdiri dari Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal sebagai variabel independen, dan pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati et al (2019) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem  Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem  Pengendalian Internal sebagai variabel independen serta pencegahan fraud dalam pengelolaan dana bumdes sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, Whistleblowing System berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud
Penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020) mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pada pemerintahan desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini variabel terdiri dari pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan whistleblowing system, sebagai variabel independen, pencegahan fraud pada pemerintah desa  sebagai variabel dependen serta moralitas individu sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud, Whistleblowing System berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Moralitas Individu memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap pencegahan Fraud, Moralitas Individu memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan Fraud, Moralitas Individu memoderasi Whistleblowing System terhadap pencegahan Fraud.
Penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Islamiyah (2020) mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing sebagai variabel independen serta pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, moralitas memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, dan whistleblowing memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan serta di jabarkan di atas diringkas dan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Penelitian TerdahuluDisambung ke halaman berikutnya

Disambung ke halaman berikutnya


	No.
	Judul dan Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi

Suhartono et al., (2023)
	Variabel Dependen:
a. Pencegahan Fraud
Variabel Independen:
a. Kompetensi Pegawai
b. Sistem Pengendalian Internal
Variabel Moderasi:
a. Moralitas Individu 
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Moralitas individu memoderasi kompetensi pegawai terhadap pencegahan fraud sedangkan moralitas individu tidak mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud

	Tabel 2.1 Sambungan

	2.
	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)

Ni Kadek Ayu Suandewi, (2021)
	Variabel Dependen:
a. Pencegahan Fraud
Variabel Independen:
a. Kompetensi Sumber Daya
b. Pengendalian Intern
c. Moralitas 
d. Whistleblowing 

	Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi aparatur dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana di desa, sedangkan sistem pengendalian internal dan moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

	3.
	Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)

(Fathia & Indriani, 2022)

	Variabel Dependen:
a. Pencegahan Fraud
Variabel Independen:
a. Sistem keuangan
Variabel Moderasi:
Moralitas Individu
	Hasil dari penelitian ini adalah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas individu dapat menjadi variabel moderasi hubungan antara sistem keuangan desa dan pencegahan kecurangan

	4.
	Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara)

(Dewi & Padnyawati, 2022)
	Variabel Dependen:
a. Pencegahan Fraud
Variabel Independen:
a. Whistleblowing System
b. Good Goverment Governance
c. Efektivitas Pengendalian Internal
	Hasil dari penelitian ini adalah Whistleblowing System, Good Goverment Governance, Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud


	5.
	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem  Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes

Widyawati et al ( 2019)
	Variabel Dependen:
a. Pencegahan Kecurangan
Variabel Independen:
b. Kompetensi Sumber Daya Manusia
c. Whistleblowing System
d. Sistem Pengendalian Internal
	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud

	6.Disambung ke halaman berikutnya


	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa 
	Variabel Dependen:
a. Pencegahan Kecurangan
Variabel Independen:
a. Kompetensi Aparatur Desa

	Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Moralitas Individu memoderasi Pengaruh 

	Tabel 2.1 Sambungan

	
	Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi

Romadaniati et al (2020)

	b. Sistem Pengendalian Internal
c. Whistleblowing System
Variabel Moderasi:
Moralitas Individu
	Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System terhadap pencegahan Fraud

	7.
	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas,
Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam 
Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak

Faridatul Islamiyah (2020)
	Variabel Dependen:
a. Pencegahan Kecurangan
Variabel Independen:
b. Kompetensi Aparatur Desa Sistem Pengendalian
c. Moralitas Sistem Pengendalian Internal
d. Whistleblowing System

	kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan
whistleblowing memiliki pengaruh yang signifikan 
secara simultan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan
dana desa.



[bookmark: _Toc204776607] 	Kerangka Konseptual
Kerangka konsep ini dimulai dari adanya upaya untuk menjalankan tuntunan presiden dan mengakselerasi perwujudan target road map reformasi birokrasi 2020-2024 utamanya terkait dengan birokrasi yang bersih, akuntabilitas yang tinggi, dan pelayanan yang prima, maka penting untuk dibangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan.
Zona integritas adalah instansi/organisasi pemerintah yang pemimpin serta jajarannya melakukan komitmen dalam menciptakan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, terkhusus dalam hal terciptanya sistem pemerintahan yang bersih. Penerapan zona integritas adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik tingkat pusar maupun daerah termasuk lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegrasi (PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024). Aturan ini sejalan dengan teori agensi dimana teori agensi adalah teori yang memaparkan tentang adanya hubungan antara dua pihak yang memberikan wewenang dan yang menerima wewenang. Dalam penelitian ini pihak yang memberikan wewenang adalah presiden serta kementerian dan pihak yang menerima wewenang ialah instansi pemerintah.
BPKAD memiliki tugas berdasarkan peraturan gubernur provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta fungsi dari BPKAD adalah perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD kerap kali mendapatkan permasalahan, permasalahan yang muncul di dalam badan BPKAD bersumber dari aparatur yang ada di internalnya sendiri kebanyakan dari permasalahan tersebut muncul dikarenakan adanya tindakan korupsi, suap, serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimilikinya. 
Oleh karena beberapa hal yang telah di jabarkan di atas, maka untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindakan korupsi, suap, serta penyalahgunaan wewenang di dalam institusi BPKAD maka dirasa perlu adanya bentuk antisipasi yang harus dilakukan. Bentuk antisipasi yang dirasa perlu untuk dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi dari pegawai untuk melakukan tugas dan pekerjaannya. Kompetensi didukung dengan adanya teori atribusi yang menjadi dasar kesadaran diri pegawai atas sesuatu yang akan dilakukannya sehingga adanya dorongan dari dalam diri (internal) dan dorongan dari luar (external) untuk tidak melakukan tindakan kecurangan pada instansi.
Pengaruh kompetensi dalam melakukan pencegahan kecurangan juga bisa diperkuat dengan adanya kesadaran moral yang baik dari dalam diri individu. Dengan adanya kesadaran atas moral per individu pegawai mampu membedakan apakah sesuatu yang dilakukan dan dikerjakannya akan memberikan dampak yang baik atau dampak yang buruk bagi dirinya serta institusi tempatnya bekerja. Moralitas individu ini didukung dengan adanya teori perkembangan moral yang menjadi dasar atas kesadaran etik serta penalaran moral dari seorang pegawai dalam menentukan baik serta buruknya suatu yang ia kerjakan.
Dengan adanya penjelasan mengenai kompetensi serta moralitas individu di atas yang telah didukung dengan adanya teori yang berkaitan maka peneliti berharap kompetensi memiliki pengaruh terhadap pencegahan Kecurangan serta moralitas individu dapat memperkuat pengaruh dari kompetensi terhadap pencegahan kecurangan pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga di dalam BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kompetensi serta moralitas individu dari pegawai bisa di manfaatkan secara maksimal sehingga bisa terhindar dari tindakan Kecurangan.
Berdasarkan apa yang sudah di jelaskan pada halaman sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai penelitian ini maka akan digambarkan seluruhnya dalam kerangka konsep sebagai berikut:
Principal
Agent
Teori Agensi
Teori atribusi
Penerapan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dan melayani (PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024)
BPKAD Provinsi Kalimantan Timur
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur


Teori Perkembangan Moral 
Faktor Internal
1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Sikap
Faktor External
Pelatihan dari Kementerian PANRB
Fase Perkembangan Moral
1. Pre-conventional
2. Conventional
3. Post-contventional
Pencegahan Kecurangan melalui kompetensi dari aparatur tentang penerapan Zona Integritas dengan moral individu sebagai moderasi


Moralitas Individu
Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2024
Kompetensi aparatur












	



[bookmark: _Toc204776608] 	Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc204776609]Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan Fraud
Kompetensi didefinisikan sebagai suatu pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku yang baik yang ada di dalam diri seseorang bertujuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dengan dimilikinya kompetensi yang memadai oleh seorang aparatur, maka diharapkan tujuan yang dimiliki oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai.
Untuk meningkatkan kapasitas dari kompetensi yang dimiliki oleh aparatur maka diperlukan pembinaan serta pelatihan dalam upaya memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur di suatu instansi sehingga dapat melaksanakan pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya.
Tingkat kompetensi dari manusia perlu diperhatikan karena seseorang yang tidak memiliki kapasitas kompetensi yang baik dalam melakukan pekerjaannya akan menimbulkan dampak pada kinerja yang tidak optimal serta tidak memenuhi tujuan yang telah ditentukan oleh instansi. Seseorang yang tidak dapat bekerja secara optimal dan tidak dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh instansi tempatnya bekerja akan menimbulkan masalah, salah satu jenis masalah yang berpotensi ditimbulkan adalah melakukan tindak kecurangan. Sebaik apapun sistem kerja yang dibuat oleh suatu instansi tidak akan berjalan dengan maksimal apabila individu yang melaksanakannya tidak memiliki kapasitas kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan kompetensi berupa pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.
Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa ada dua faktor yang  memepengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dua faktor tersebut adalah faktor dari dalam diri seseorang (internal) dan faktor dari luar diri seseorang (external). Dalam faktor internal kompetensi yang dimiliki oleh seseorang didapat dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang di miliki dari seseorang tersebut, sedangkan untuk faktor external adalah kompetensi yang didapat dari luar diri seseorang seperti pelatihan maupun pengembangan.
Penelitian Suhartono et al., (2023)  membuktikan  bahwa Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan Kecurangan. Berpengaruh positif artinya semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pegawai maka akan semakin tinggi pula untuk melakukan pencegahan atas tindak kecurangan.
Dalam penelitian Suandewi (2021) kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Artinya semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia  yang dimiliki oleh seseorang maka meningkat pula pencegahan terhadap kecurangan.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas yang menyebutkan bahwa adanya kompetensi mumpuni yang dimiliki oleh pegawai akan berpengaruh besar untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan jika seorang pegawai memiliki kapasitas kompetensi yang baik maka tindak kecurangan yang akan terjadi akan sangat kecil peluang terjadinya dan pencegahan atas kecurangan (Fraud) akan meningkat. Tindakan pencegahan yang dimaksud dalam kesimpulan adalah dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di suatu instansi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh instansinya secara baik dan tepat sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik serta sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Maka kesimpulannya semakin baik kompetensi dari seorang pegawai maka semakin meningkat pencegahan kecurangan dan hipotesis dinyatakan sebagai berikut:
H1: Kompetensi aparatur berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud.
[bookmark: _Toc204776610]Moralitas Individu dalam Memoderasi Kompetensi Terhadap Pencegahan Fraud
Moral didefinisikan sebagai nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun suatu kelompok dalam melakukan pengaturan atas tingkah lakunya (Bahri, 2015). Moralitas terjadi ketika seorang individu ataupun kelompok memilih suatu hal yang baik dikarenakan ia sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya, bukan karena mencari keuntungan untuk pribadi.
Kompetensi didefinisikan sebagai suatu keahlian, pengetahuan serta perilaku yang baik yang ada di dalam diri seseorang bertujuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Penelitian Suhartono et al., (2023) membuktikan bahwa moralitas dari individu mampu memoderasi pengaruh dari kompetensi pegawai terhadap pencegahan kecurangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dari seorang pegawai dapat memperkuat pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan karena adanya tujuan dari seorang individu. Hasil ini juga berarti semakin tinggi moralitas individu dari seseorang atau mencapai tahap post-conventional dari teori perkembangan moral kohlberg, maka individu akan lebih memperhatikan kepentingan secara universal dari pada kepentingan dari organisasinya apalagi kepentingan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.
Dalam teori perkembangan moral kohlberg menjelaskan bahwa semakin tinggi level atau tahapan perkembangan moral dari seseorang, maka akan terlihat tingkat moralitas yang lebih tinggi, lebih baik, dan bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas serta nilai yang berhubungan dengan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.
Berdasarkan penelitian terdahulu dan penjelasan teori yang telah di jabarkan di atas bahwa moralitas individu dapat memoderasi pengaruh dari kompetensi terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai yang memiliki kapasitas kompetensi yang baik dan adanya dukungan dari moralitas yang baik pula maka dapat mencegah terjadinya kecurangan dan hipotesisnya dinyatakan sebagai berikut:
H2: Moralitas Individu dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap Pencegahan Fraud.
2

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, berikut model penelitian yang dipaparkan :H2
H1 ( + )
Kompetensi (X)
Moralitas Individu (Z)
Pencegahan Fraud (Y)
Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2024






[bookmark: _Toc204776611]
METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc204776612] 	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Menurut Sugiyono (2017), Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang memengaruhi atau variabel yang bisa menjadi penyebab berubah atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Adapun dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel, 1 (satu) variabel independen (X), 1 (satu) variabel dependen (Y), dan 1 variabel Moderasi (Z). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi, untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pencegahan Fraud. Lalu untuk penelitian ini menggunakan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Pada bagian ini akan di uraikan kembali definisi-definisi operasional dari masing-masing variabel yang ada dalam penelitian ini serta cara pengukuran variabel yang di lakukan dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc204776613]Variabel Pencegahan Fraud atau Variabel Endogen (Y)


Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan, pencegahan kecurangan didefinisikan sebagai upaya atau usaha yang dilakukan untuk melakukan pencegahan atas terjadinya tindakan kecurangan selain untuk melakukan pencegahan atas terjadinya kecurangan upaya tersebut juga bisa menghilangkan terjadinya segala bentuk serta perbuatan yang tidak jujur atau tindak kecurangan yang dapat mengakibatkan adanya kerugian bagi organisasi, tenaga kerja, bahkan orang lain yang ada di luar organisasi. Pencegahan kecurangan dilakukan agar tindakan kecurangan di dalam suatu organisasi/instansi tidak terjadi 
dan bisa dihindari, sehingga tujuan organisasi yang sudah ditetapkan akan tercapai selain ini reputasi dari organisasi juga akan tetap terjaga dengan baik.
kecurangan merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan antara lain adalah: memperkecil peluang kesempatan yang menyebabkan terjadinya kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya, melakukan penghapusan paham terhadap alasan untuk membenarkan dan merasionalisasikan atas tindakan kecurangan.
Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap kecurangan dan dalam upaya untuk menjalankan tuntunan presiden dan mengakselerasi perwujudan target road map reformasi birokrasi 2020-2024 utamanya terkait dengan birokrasi yang bersih, akuntabilitas yang tinggi, dan pelayanan yang prima, maka penting untuk dibangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan.
Zona integritas adalah instansi/organisasi pemerintah yang pemimpin serta jajarannya melakukan komitmen dalam menciptakan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, terkhusus dalam hal terciptanya sistem pemerintahan yang bersih. Penerapan zona integritas adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik tingkat pusar maupun daerah termasuk lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegrasi (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2021).
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ialah label yang diberikan kepada unit kerja yang berhasil bebas dari praktik-praktik yang menjadi indikator dalam tindakan korupsi. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah label yang diberikan kepada unit kerja yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dan telah mampu untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan yang prima.
Indikator yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian atas variabel pencegahan kecurangan terdiri dari 4 yaitu;
1. Penerapan kebijakan anti-fraud
Penerapan kebijakan anti-fraud diukur melalui komitmen atau rasa sadar yang terdapat untuk melaksanakan kebijakan anti-fraud serta menerapkan program pengendalian anti-fraud pada organisasi.
2. Prosedur penanganan pencegahan fraud
Prosedur penanganan pencegahan fraud, diukur melalui adanya prosedur penanganan pencegahan fraud serta adanya penerapan aturan perilaku yang bertujuan terciptanya budaya jujur dan keterbukaan pada pegawai yang ada dalam organisasi.
3. Teknik pengendalian dalam fraud
Teknik pengendalian terhadap fraud, diukur melalui adanya sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama serta pembagian tugas secara jelas pada suatu transaksi atau kegiatan. 
4. Kepekaan terhadap fraud
Kepekaan terhadap fraud diukur melalui terdapatnya peningkatan kapasitas serta pelatihan secara profesional bagi pegawai yang bekerja di organisasi serta staf khusus yang peka pada sinyal-sinyal fraud.
Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan gradasi/point jawaban dari (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) netral (N), (4) Setuju (S), sampai dengan (5) sangat setuju (SS).
[bookmark: _Toc204776614]Kompetensi atau Variabel Eksogen (X)
Variabel Eksogen (X) dalam penelitian ini adalah Kompetensi, pengertian dari Kompetensi adalah Kemahiran atau keterampilan yang di miliki dan ada di dalam diri manusia untuk menghadapi situasi atau keadaan pada saat melakukan tanggung jawab kepada pekerjaan yang diberikan untuknya, penerapan aparatur dalam memanfaatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dimiliki dalam melakukan penerapan zona integritas di dalam instansinya pada saat melakukan tanggung jawab yang diberikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi dalam penelitian ini yaitu;
1. Pengetahuan
pengetahuan diukur melalui kemampuan dari aparatur dalam melakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan dan penetapan rencana kerja serta penggunaan data yang relevan dan terbaru.
2. Keterampilan
diukur dengan penerapan prinsip efisiensi dan berorientasi, pemanfaatan teknologi dan sumber pada pelaksanaan tugas, serta pemberian alternatif lebih dari satu oleh pegawai kepada pimpinan.
3. Sikap perilaku
sikap dan perilaku di ukur melalui proses penyelesaian masalah sesuai dengan prosedur yang ada, sikap baik yang tetap ditunjukkan oleh aparatur pada saat kondisi yang kurang kondusif, serta sikap dari aparatur dalam menghargai pendapat dan masukkan dari orang lain.
Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan gradasi/point jawaban dari (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) netral (N), (4) Setuju (S), sampai dengan (5) sangat setuju (SS).
[bookmark: _Toc204776615]Moralitas Individu atau Variabel Moderasi (Z)
Variabel Moderasi (Z) dalam penelitian ini adalah Moralitas individu, pengertian dari moralitas individu adalah nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pegangan bagi diri seseorang dalam melakukan pengaturan atas tingkah lakunya. Moralitas terjadi dikarenakan seorang pegawai membuat keputusan atas suatu hal yang baik atas kesadaran dirinya sendiri, moralitas merupakan sikap dan perilaku yang baik ketika seseorang tersebut tidak meminta imbalan atas perbuatan yang dilakukannya. Terdapat enam indikator dari moralitas individu yaitu;
1. Kepatuhan dan hukuman
Kepatuhan dan hukuman diukur melalui keserasian antara pekerjaan yang dilakukan dengan tanggung jawab yang diberikan serta kesadaran dari seseorang akan tanggung jawab bekerja oleh seorang pegawai yang bekerja pada suatu organisasi/instansi.
2. Individualisme
Diukur melalui memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja yang bertujuan untuk menggapai tujuan.
3. Kesesuaian antar pribadi
Diukur melalui kemampuan pegawai dalam melakukan adaptasi di dalam ruang lingkup pekerjaan.
4. Keselarasan sosial
Diukur melalui kesesuaian antara perbuatan dan perilaku dengan moral yang berlaku pada tempat bekerja serta masyarakat.
5. Utilitas sosial
Diukur melalui komitmen yang diberikan oleh aparatur untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku pada tempatnya bekerja.
6. Prinsip etika universal
Diukur melalui kejujuran yang diberikan oleh aparatur saat bekerja dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.
Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan gradasi/point jawaban dari (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) netral (N), (4) Setuju (S), sampai dengan (5) sangat setuju (SS).
	Tabel 3.1 Variabel dan Pengukuran

	No.
	Variabel
	Indikator
	Nomor Butir Peryataan
	Skala Pengukuran

	1.
	Pencegahan Fraud (Y), Dewi & Padnyawati (2022)
	1. Penerapan kebijakan anti-fraud
	1,2
	Interval
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	6. Prosedur penanganan pencegahan fraud
	3,4
	

	
	
	7. Teknik pengendalian dalam fraud
	5,6
	

	Disambung ke halaman berikutnya





	

	Tabel 3.1 Sambungan

	
	
	8. Kepekaan terhadap fraud
	7,8
	

	

2.
	Kompetensi (X), Romadaniati et al (2020)
	1. Pengetahuan
	1,2
	Interval

	
	
	2. Keterampilan
	3,4
	

	
	
	3. Sikap perilaku
	5,6
	

	



3.
	Moralitas Individu (Z), (Fathia & Indriani, 2022)
	1. Kepatuhan dan Hukuman
	1,2
	Interval

	
	
	2. Individualism
	3,4
	

	
	
	3. Kesesuaian antar pribadi
	5,6
	

	
	
	4. Keselarasan sosial
	7,8
	

	
	
	5. Utilitas sosial
	9,10
	

	
	
	6. Prinsip etika universal
	11,12
	




[bookmark: _Toc204776616] 	Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc204776617]Populasi
Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah suatu wilayah yang umum terdiri dari hal -hal atau subyek yang dipilih oleh peneliti untuk dilakukan penelitian lalu selanjutnya dijadikan kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai yang bekerja di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari terdiri dari 1 orang kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Bidang Sekretariat berjumlah 50 orang yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian, 26 orang staf. 21 orang staf, dan 21 orang tenaga alih daya. Bidang anggaran berjumlah 23 orang yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kepala sub bagian, 13 orang staf, dan 6 orang tenaga alih daya. Bidang akuntansi berjumlah 18 orang yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kepala sub bagian, 13 orang staf, dan 1 orang tenaga alih daya. Bidang perbendaharaan berjumlah 26 orang yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kepala sub bagian, 16 orang staf, dan 6 orang tenaga alih daya, dan Bidang pengelolaan BMD berjumlah 33 orang yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kepala sub bagian, 19 orang staf, dan 10 orang tenaga alih daya. Diambilnya populasi ini karena pegawai BPKAD bertanggung jawab mengenai tugas pokok dan 
fungsi dalam melakukan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
	Tabel 3. 2 Populasi Penelitian 

	No.
	Jenis Populasi
	Jumlah

	1.
	Kepala BPKAD 
	1

	2.
	Bidang Sekretariat
	50

	3.
	Bidang Anggaran
	23

	4.
	Bidang Akuntansi
	18

	5.
	Bidang Perbendaharaan 
	26

	6.
	Bidang Pengelolaan BMD
	33

	Jumlah Populasi
	151


[bookmark: _Toc204776618]Sampel
Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah perwakilan dari populasi yang telah ditentukan dan mempunyai ciri-ciri tertentu, metode purposive sampling adalah metodologi sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu;
	Tabel 3. 3 Sampel Penelitian 

	No.
	Bidang
	Jabatan
	Jumlah

	
	
	Kepala Bidang
	Kepala Sub Bidang
	Staf
	

	1.
	Kepala BPKAD
	1
	1

	2.
	Bidang Sekretariat
	1
	2
	26
	29

	3.
	Bidang Anggaran
	1
	3
	6
	10

	4.
	Bidang Akuntansi
	1
	3
	1
	5

	5.
	Bidang perbendaharaan
	1
	3
	6
	10

	6.
	Bidang Pengelolaan BMD
	1
	3
	10
	14

	Total Sampel
	69


1. Kepala BPKAD, Kepala bidang (sekretariat, anggaran, akuntansi, perbendaharaan, pengelolaan BMD), kepala sub bidang(sekretariat, anggaran, akuntansi, perbendaharaan, pengelolaan BMD), dan staf pegawai bidang (sekretariat, anggaran, akuntansi, perbendaharaan, pengelolaan BMD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui tabel di atas, diketahui jumlah dari sampel yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu 69 pegawai/aparatur yang bekerja di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dari bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, pengelolaan BMD, dan kepala dari BPKD Provinsi Kalimantan Timur.
[bookmark: _Toc204776619] 	Jenis dan Sumber Data
[bookmark: _Toc204776620]Jenis Data
Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan rangkaian atau proses berupa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan data secara ilmiah, jenis data penelitian menjadi dasar untuk menentukan metode dari penelitian yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.
[bookmark: _Toc204776621]Sumber Data
Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer serta data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari jawaban responden melalui kuesioner, data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber, yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber atau objek yang akan diteliti dalam penelitian ini seperti gambaran nama bidang, jumlah kepala bidang, kepala sub bidang, staf, dan tenaga alih daya.
[bookmark: _Toc204776622] 	Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah kuesioner dan penelitian kepustakaan. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono, 2017a). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memiliki proses pengkajian dan melakukan pencarian atas sumber literatur berupa buku-buku, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
[bookmark: _Toc204776623]Alat Analisis Data
Alat analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah program SmartPLS 4.0 serta dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah bersifat empiris maka peneliti menggunakan PLS- SEM (Partial Least Squares-Structural Equation Modeling).
[bookmark: _Toc204776624]Pilot Test
Pilot test merupakan penelitian yang berskala kecil atau uji coba yang ditujukan sebagai persiapan untuk melakukan penelitian utama. Pilot test memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang dijadikan sebagai sampel penelitian dapat memahami pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang telah diberikan. Pada penelitian ini jumlah sampel pilot test yang digunakan adalah berjumlah 30 orang.
Berikut hasil penelitian uji pilot test yang telah dilakukan dengan total responden sebanyak 30 orang dengan uji validitas dan uji reliabilitas.
a. Uji validitas pada pilot test
Uji validitas pada pilot test dalam penelitian ini dilakukan dengan taraf signifikansi 5% dan N = 30, df = N-2 atau di dalam penelitian ini df = 30 – 2= 28 maka rtabel=0,361. Jika hasil rhasil > rtabel maka dapat dinyatakan valid dan jika hasil rhasil < rtabel maka dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di bawah.
	Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas Pilot Test

	Butir
	Kompetensi
	Moralitas Individu
	Pencegahan Kecurangan
	Moralitas Individu x Kompetensi

	X.1
	0.823
	
	
	

	X.2
	0.802
	
	
	

	X.3
	0.896
	
	
	

	X.4
	0.859
	
	
	

	X.5
	0.737
	
	
	

	X.6
	0.866
	
	
	

	Y.1
	
	
	0.866
	

	Y.2
	
	
	0.832
	

	Y.3
	
	
	0.933
	

	Y.4
	
	
	0.819
	

	Y.5
	
	
	0.762
	

	Y.6
	
	
	0.910
	

	Disambung ke halaman berikutnya

	Tabel 3. 4 Sambungan

	Y.7
	
	
	0.802
	

	Y.8
	
	
	0.870
	

	Z.1
	
	0.720
	
	

	Z.2
	
	0.899
	
	

	Z.3
	
	0.876
	
	

	Z.4
	
	0.813
	
	

	Z.5
	
	0.810
	
	

	Z.6
	
	0.877
	
	

	Z.7
	
	0.843
	
	

	Z.8
	
	0.901
	
	

	Z.9
	
	0.908
	
	

	Z.10
	
	0.857
	
	

	Z.11
	
	0.843
	
	

	Z.12
	
	0.813
	
	

	Moralitas Individu x Kompetensi
	
	
	
	1.000

	Sumber: Data Diolah, 2025

	


Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa hasil dari uji validitas telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan valid.
b. Uji reliabilitas pada pilot test
 Uji reliabilitas pada pilot test pada penelitian ini dilakukan dengan melibatkan sebanyak 30 responden atau N = 30. Jika hasil cronbach’s Alpha > 0,70 maka 
kuesioner penelitian dinyatakan valid dan jika cronbach’s Alpha < 0,70 maka dinyatakan tidak valid. Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.
	Tabel 3. 5 Uji Reliabilitas pada Pilot Test

	Variabel
	Cronbach's alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Average variance extracted (AVE)

	Kompetensi (X)
	0.910
	0.918
	0.931
	0.693

	Pencegahan Kecurangan (Y)
	0.945
	0.948
	0.954
	0.724

	Moralitas Individu (Z)
	0.964
	0.966
	0.968
	0.719

	Sumber: Data Diolah, 2025



Dari data tabel 3.5 yang terlampir dapat dilihat bahwa cronbach’s Alpha dari variabel yang digunakan pada kuesioner dalam penelitian ini adalah > 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan telah memenuhi syarat reliabilitas atau dapat dikatakan jika reliabilitas dari kuesioner penelitian ini reliabel sebagai instrumen penelitian.
[bookmark: _Toc204776625]PLS- SEM (Partial Least Squares-Structural Equation Modeling).
Beberapa hal yang menjadikan alasan oleh peneliti untuk menggunakan PLS sebagai alat analisis data serta model penelitian dalam penelitian ini yaitu:
1. PLS-SEM dalam penggunaannya tidak diharuskan untuk melakukan asumsi normalitas, sehingga dalam hal ini diberikan kelonggaran dalam menggunakan data yang distribusinya kurang dari normal.
2. PLS-SEM tidak mengharuskan adanya pemilihan sampel secara acak (random) maka PLS-SEM cocok dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling.
3. Sampel yang di ambil oleh peneliti jumlahnya <100 maka PLS-SEM adalah alat analisis data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan PLS-SEM dapat melakukan perhitungan kepada penelitian yang jumlah sampelnya <100.
Selain dari poin yang dijelaskan di atas PLS-SEM juga memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu memrediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta untuk menilai apakah variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen.
Dalam penggunaan metode PLS (Partial Least Square) digunakan teknik analisa yang dilakukan dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:
[bookmark: _Toc204776626]Analisa Outer Model
Analisa outer model adalah langkah pertama yang dilakukan dalam langkah ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan penulis dalam penelitian ini apakah layak untuk digunakan dalam melakukan pengukuran. Dalam analisa model ini spesifikasi hubungan antar variabel menjadi fokus utama. Analisis Outer model dapat dilihat melalui beberapa pengukuran, diantaranya:
a. Convergent Validity
Merupakan pengukuran yang dilakukan untuk melihat suatu konstruk pada view latent variable coefficients/ melakukan evaluasi composite reliability yang memiliki dua alat ukur yaitu internal consistency dan cronbach’s alpha. Dalam pengukuran ini dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi apabila nilai yang dicapai adalah >0,70. 
b. Cronbach’s Alpha
Merupakan uji reliabilitas untuk memperkuat hasil dari Composite reliability. Apabila suatu variabel memiliki nilai cronbach’s alpha>0,70 maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel.
[bookmark: _Toc204776627]Analisa Inner Model
Analisa inner model digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan dengan teori yang ada. Pengevaluasian analisa inner model dapat dilakukan dengan menggunakan R-Squaretrumk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-Square tesr untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasian inner model langkah pertama adalah dengan melihat R-Squaretrunk setiap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantif atau tidak. Selain melihat R-Square, pada model PLS (Partial Least Square) juga di evaluasi dengan melihat nilai Q-Square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-Square mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model serta estimasi parameternya. Nilai Q-Square lebih besar dari 0  menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-Square kurang dari 0, maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.
[bookmark: _Toc204776628]Pengujian Hipotesis
Dalam melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan alat analisis ini dapat dilihat melalui nilai t-statistik dan probabilitas, untuk melakukan pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah Ha diterima dan Ho ditolak ketika t-statistik>1,96. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka ha diterima jika nila p<0,05.
[bookmark: _Toc204776629]Moderated Regression Analysis (MRA)
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kompetensi terhadap pencegahan kecurangan dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. MRA bisa menjelaskan bagaimana seberapa kuat atau lemah variabel moderasi mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu:
1. Moderasi Murni (Purei Moderator), purei moderator berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen. Variabel  moderasi murni dapat terjadi jika moderasi hasil sig.>0,05 dan uji variabel independen hasil sig.<0,05.
2. Moderasi Semu (Quasi Moderator), Quasi Moderator adalah variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang variabel moderasi antara variabel independen dan variabel dependen juga merupakan variabel independen. Variabel moderasi semu terjadi jika variabel moderasi dengan hasil signifikan <0,05 dan uji variabel independen variabel moderasi dengan hasil signifikan <0,05.
3. Prediktor moderasi (Predictor Moderasi Variabel), predictor moderasi variabel terjadi ketika variabel moderasi digunakan sebagai variabel independen. Variabel moderasi prediktor terjadi ketika uji variabel moderasi dengan hasil signifikan <0,05 dan uji variabel independen, variabel moderasi dengan hasil signifikansi > 0,05.
4. Potensial Moderasi (Homologiser Moderator), homologiser moderator terjadi ketika variabel ini tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan variabel dependen dan tidak berinteraksi dengan variabel, variabel potensial moderasi terjadi jika uji variabel moderasi dengan hasil signifikan >0,05 dan uji variabel independen, variabel moderasi dengan hasil signifikan >0,05.


[bookmark: _Toc204776630]
HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc204776631]Gambaran Umum Objek Penelitian
	Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data 

	Keterangan
	Jumlah

	Kuesioner disebar
	75

	Kuesioner yang tidak terisi dan tidak kembali
	9

	Kuesioner yang dapat diolah
	66

	Sumber: Data Diolah, 2025
	


Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah pegawai yang bekerja di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan secara fisik kepada responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 5 Mei 2025 hingga tanggal 14 Juli 2025. Berdasarkan perhitungan sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria, didapatkan jumlah sampel sebesar 69 sampel responden. Sebanyak 75 kuesioner disebar di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tetapi terdapat 9 kuesioner yang tidak kembali dikarenakan responden tidak mengisi kuesioner dan tidak diserahkan kembali ke peneliti. Berikut hasil pengumpulan data:

Untuk mendapatkan gambaran tentang responden, peneliti menghitung menggunakan kriteria yang ditentukan. Berikut adalah ringkasan demografi dari responden:
	Tabel 4. 2 Data Responden

	No.
	Kompetensi
Moralitas Individu
	Jumlah Responden
	Persentase (%)

	1.
	Usia

	Disambung ke halaman berikutnya


	Tabel 4. 2 Sambungan

	
	< 20
	0
	0

	
	20-35
	37
	56%

	
	>35
	29
	44%

	2.
	Jenis Kelamin

	
	Laki-Laki
	38
	58%

	
	Perempuan
	28
	42%

	3.
	Pendidikan Terakhir
	
	

	
	SMA/Sederajad
	0
	0

	
	Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) DIII
	19
	30%

	
	Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) S1
	39
	59%

	
	Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) S2
	7
	11%

	
	Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) S3
	0
	0

	4.
	Bidang

	
	Kepala BPKAD
	0
	0

	
	Pengelolaan BMD
	23
	35%

	
	Sekretariat
	16
	24%

	
	Perbendaharaan
	6
	9%

	
	Anggaran
	11
	17%

	
	Akuntansi
	10
	15%

	5.
	Lama Bekerja

	
	< 5 Tahun
	28
	42%

	
	5-10 Tahun
	13
	20%

	
	> 10 Tahun
	25
	38%

	Sumber: Data Diolah, 2025



[bookmark: _Toc204776632]Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif adalah analisis yang mencari distribusi frekuensi dari berbagai tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap hasil dari kuesioner yang dibuat dan disebarkan oleh peneliti yaitu terdiri dari Kompetensi (X), Pencegahan Kecurangan (Y), Moralitas Individu (Z). Tanggapan dari responden merupakan data yang di analisis oleh peneliti untuk menemukan jawaban responden terhadap setiap pernyataan indikator dalam kuesioner. Dengan menggunakan skala dan indikator dari kuesioner, analisis statistik deskriptif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan jawaban dari responden (Sugiyono, 2017).
Skala dinyatakan dalam angka 1 sampai dengan angka 5 dengan penjelasan dari setiap angka adalah  (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat setuju. Dengan adanya skala di dalam analisis deskriptif kriteria interpretasi skor rata-rata adalah: (1) Sangat rendah (Rata-rata 1,00-1,80), (2) Rendah (Rata-rata 1,81-2,60), (3) Cukup (Rata-rata 2,61-3,40), (4) Baik (Rata-rata 3,41-4,20), dan (5) Sangat baik (Rata-rata 4,21-5,00). Berikut ini analisis deskriptif variabel penelitian dari jawaban responden untuk masing-masing pernyataan atau indikator dalam penelitian ini.
1. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi (X)
	Tabel 4. 3 Deskriptif Variabel Kompetensi (X)
	

	Pernyataan
	Penilaian
	Mean (Rata-rata)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X.1
	 Saya memiliki kemampuan dalam mengumpulkan informasi tentang zona integritas (wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani)
	0
	6
	24
	21
	13
	3,65

	X.2
	Saya memanfaatkan informasi yang saya miliki dalam melakukan pekerjaan pada instansi tempat saya bekerja
	0
	2
	14
	34
	13
	3,94

	X.3
	Saya menerapkan zona integritas berdasarkan aturan pelaksaan yang telah ditetapkan
	0
	8
	5
	30
	19
	4,01

	X.4
	Saya memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan tugas 
	0
	9
	4
	29
	21
	4,01

	X.5
	Saya Menerima masukan dan pendapat mengenai pekerjaan saya
	0
	5
	18
	19
	20
	3,90

	X.6
	Ketika ada masalah pada saat penerapan zona integritas saya menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
	0
	1
	16
	29
	17
	4,01

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025

	


Pada variabel laten ini memiliki 3 indikator yang dioperasionalkan dengan 6 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel kompetensi yang ditunjukkan dengan persentase responden yang menjawab dan nilai rata-rata untuk masing-masing indikator disajikan pada tabel dibawah ini:
Berdasarkan data dari tabel di atas, analisis deskriptif menunjukkan jika variabel kompetensi pada indikator X.1 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,65 yang 
artinya responden memiliki pengetahuan yang baik terhadap zona integritas. Pada indikator X.2 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,94 yang artinya responden menerapkan pengetahuannya tentang zona integritas secara baik di instansi 
tempatnya bekerja. Pada indikator X.3 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,01 yang berarti responden telah menerapkan zona integritas secara baik berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Pada indikator X.4 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,01 yang berarti responden secara baik memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menerapkan zona integritas. Pada indikator X.5 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,90 yang berarti bahwa responden dapat menerima masukan dan pendapat yang disampaikan secara baik mengenai zona integritas. Pada indikator X.6 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,01 yang memiliki arti bahwa responden menyelesaikan suatu masalah pada saat melakukan penerapan zona integritas secara baik dengan mengikuti prosedur yang di tetapkan.
2. Analisis Deskriptif Variabel Pencegahan Kecurangan (Y)
Pada variabel laten ini memiliki 4 indikator yang dioperasionalkan dengan 8 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel kompetensi yang ditunjukkan dengan persentase responden yang menjawab dan nilai rata-rata untuk masing-masing indikator disajikan pada tabel dibawah ini:
	Tabel 4. 4 Deskriptif Variabel Pencegahan Kecurangan (Y)
	

	Pernyataan
	Penilaian
	Mean (Rata-rata)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y.1
	Kebijakan anti fraud di instansi saya telah ditinjau secara berkala untuk mengetahui efektivitasnya
	0
	2
	23
	34
	4
	3,65

	Y.2
	Kebijakan anti fraud telah di komunikasikan kepada semua pegawai pada instansi saya bekerja
	0
	1
	22
	34
	7
	3,74

	Y.3
	Prosedur pencegahan kecurangan telah dirancang untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan
	0
	0
	13
	39
	10
	3,99

	Y.4
	Prosedur pencegahan kecurangan di instansi saya telah di evaluasi secara berkala 
	0
	0
	19
	37
	7
	3,83

	Y.5
	Teknik pengendalian pencegahan kecurangan telah dipilih sesuai dengan risiko yang dihadapi instansi
	0
	0
	18
	33
	11
	3,90

	Y.6
	Efektivitas pengendalian telah di evaluasi secara berkala untuk mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan instansi saya bekerja
	0
	0
	19
	36
	8
	3,85

	Y.7
	Instansi telah menanamkan kepekaan terhadap kecurangan kepada aparatur
	0
	0
	17
	33
	12
	3,97

	Y.8
	Instansi tempat saya bekerja telah mengadakan pelatihan dan pengembangan terhadap penerapan zona integritas untuk aparatur
	0
	1
	17
	31
	14
	3,92

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025
	



	Berdasarkan data tabel analisis diatas analisis deskriptif menunjukkan variabel pencegahan kecurangan pada indikator Y.1 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,65 yang berarti responden memahami kebijakan anti fraud dengan baik di instansi tempatnya bekerja. Indikator Y.2 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,74 yang memiliki arti responden menerapkan kebijakan anti fraud di tempatnya bekerja dengan baik. Indikator Y.3 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,99 yang artinya responden memahami dan mengetahui prosedur pencegahan fraud dengan baik. Indikator Y.4 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,83 yang berarti bahwa responden secara baik mengikuti penanganan fraud sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi tempatnya bekerja. Indikator Y.5 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,90 yang berarti bahwa responden memahami pengendalian fraud sesuai dengan risiko fraud yang dihadapi instansi secara baik. Indikator Y.6 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,85 yang berarti bahwa responden dapat menerapkan teknik pengendalian fraud dengan baik. Indikator Y.7 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,97 yang berarti bahwa responden memiliki kemampuan yang baik dalam memahami dampak negatif fraud terhadap instansi. Indikator Y.8 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,92 yang berarti bahwa responden memiliki kepekaan yang baik terhadap fraud.
3. Analisis Deskriptif Variabel Moralitas Individu (Z)
Pada variabel laten ini memiliki 6 indikator yang dioperasionalkan dengan 12 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel kompetensi yang ditunjukkan dengan persentase responden yang menjawab dan nilai rata-rata untuk masing-masing indikator disajikan pada tabel berikut ini:
	Tabel 4. 5 Deskriptif Variabel Moralitas Individu (Z)
	

	Pernyataan
	Penilaian
	Mean (Rata-rata)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Z.1
	Saya berusaha menghindari hukuman
	0
	2
	14
	9
	39
	4,29

	Z.2
	Saya memiliki kesadaran atas tanggung jawab yang diberikan kepada saya
	0
	5
	5
	24
	29
	4,26

	Z.3
	Saya senantiasa memberikan bantuan kepada rekan kerja
	0
	8
	6
	24
	26
	4,06

	Z.4
	Saya merasa nyaman mengambil keputusan yang sesuai dengan kesepakatan bersama
	0
	6
	8
	26
	23
	4,05

	Z.5
	Saya dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan kerja saya

	0
	6
	7
	23
	27
	4,15

	Z.6
	Saya menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja
	0
	5
	7
	25
	26
	4,14

	Z.7
	Saya bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di instansi
	0
	5
	9
	25
	23
	4,10

	Z.8
	Saya bertindak sesuai dengan moral yang berlaku di instansi
	0
	6
	8
	22
	29
	4,15

	Z.9
	Saya berkomitmen untuk bersikap sesuai dengan norma yang berlaku
	0
	5
	8
	19
	30
	4,21

	Z.10
	Saya selalu mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan saya
	0
	7
	6
	22
	28
	4,14

	Z.11
	Saya selalu jujur dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada saya
	0
	3
	10
	25
	24
	4,15

	Z.12
	Saya menjunjung tinggi prinsip etika dalam setiap keputusan yang saya ambil
	0
	3
	10
	21
	29
	4,23

	Sumber: Output Smart PLS Versi 4.0, 2025

	


Berdasarkan data tabel analisis deskriptif si atas variabel moralitas individu untuk indikator Z.1 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,29 yang berarti responden berusaha untuk menghindari hukuman atas kesalahan yang disengaja dengan sangat baik. Indikator Z.2 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,26 yang berarti responden memiliki kesadaran yang sangat baik atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator Z.3 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,06 yang berarti responden dengan baik memberikan bantuan kepada rekan kerja. Indikator Z.4 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,05 yang berarti bahwa responden secara baik merasa nyaman dalam mengambil keputusan sesuai dengan keputusan bersama. Indikator Z.5 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,15 yang berarti bahwa responden secara baik mudah beradaptasi dengan lingkungan tempatnya bekerja. Indikator Z.6 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,14 yang memiliki arti bahwa responden secara baik selalu menjaga hubungan dengan rekan kerja. Indikator Z.7 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,10 yang memiliki arti bahwa responden dengan baik bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di instansi. Indikator Z.8 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,15 yang berarti bahwa responden dengan baik bertindak sesuai dengan moral yang berlaku di instansi. Indikator Z.9 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,21 yang berarti bahwa responden dengan sangat baik memiliki komitmen untuk bersikap sesuai dengan norma yang berlaku. Indikator Z.10 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,14 yang berarti bahwa responden dengan baik selalu mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan yang dilakukannya. Indikator Z.11 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,15 yang berarti bahwa responden secara baik selalu jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. Indikator Z.12 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,23 yang berarti bahwa responden dengan sangat baik menjunjung tinggi prinsip etika dalam setiap keputusan yang di ambilnya.
[bookmark: _Toc204776633]Analisis Data
Teknik dalam pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Untuk mengetahui efektivitas indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten, model pengukuran (Outer Model) diuji pada penelitian ini. Pengujian validitas dan reliabilitas adalah bagian dari outer model. untuk menilai dampak variabel laten, analisis SEM-PLS juga dilakukan menggunakan pengujian model struktural (Inner Model).
[bookmark: _Toc204776634]Model Pengukuran (Outer Model)
Pada model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas data. Kriteria yang digunakan dalam menilai outer model, yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability.
1. Convergent Validity
Validitas convergent nilai AVE merupakan salah satu parameter yang digunakan. Menurut Ghozali & Latan (2015) Jika nilai AVE lebih besar dari 0,5 hingga 0,7 variabel laten dianggap valid. Pengukuran yang digunakan untuk validitas konvergen yaitu outer loadings > 0,7, communality > 0,5 dan Average Variance Extracted (AVE) > 0,5. Maka, suatu korelasi yang uji harus bernilai > 0,5 hingga o,7 agar bisa diterima.
	[bookmark: _Hlk203943186]Tabel 4. 6 Outer Loadings

	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	Keterangan

	
	
	
	

	Pencegahan Kecurangan (Y)
	PK 1
	0,780
	Valid

	
	PK 2
	0,782
	Valid

	
	PK 3
	0,813
	Valid

	
	PK 4
	0,873
	Valid

	
	PK 5
	0,771
	Valid

	
	PK 6
	0,820
	Valid

	
	PK 7
	0,772
	Valid

	
	PK 8
	0,774
	Valid

	Kompetensi (X)
	KMP 1
	0,775
	Valid

	
	KMP 2
	0,801
	Valid

	
	KMP 3
	0,898
	Valid

	
	KMP 4
	0,884
	Valid

	
	KMP 5
	0,814
	Valid

	
	KMP 6
	0,858
	Valid

	Moralitas Individu 
	MI 1
	0,824
	Valid

	
	MI 2
	0,798
	Valid

	
	MI 3
	0,840
	Valid

	
	MI 4
	0,778
	Valid

	
	MI 5
	0,789
	Valid

	
	MI 6
	0,844
	Valid

	
	MI 7
	0,828
	Valid

	
	MI 8
	0,828
	Valid

	
	MI 9
	0,836
	Valid

	
	MI 10
	0,870
	Valid

	
	MI 11
	0,827
	Valid

	
	MI 12
	0,872
	Valid

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025


	
	Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat jika semua indikator pada setiap variabel yang terdapat di dalam penelitian ini terdapat loading factor > 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator dalam penelitian ini mempunyai tingkat validitas yang tinggi, maka dari itu dapat dikatakan jika penelitian ini sudah memenuhi convergent validity.
	Tabel 4. 7 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

	Variabel
	Average Variance Extracted (AVE)
	Keterangan

	Pencegahan Kecurangan (Y)
	0,638
	Valid

	Kompetensi (X)
	0,705
	Valid

	Moralitas Individu (Z)
	0,686
	Valid

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025



	Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa semua variabel pada penelitian ini telah memenuhi convergent validity, dikarenakan nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0,5.
2. Discriminant Validity
Memeriksa nilai cross-loadings skala komponen memastikan validitas diskriminan. Jika korelasi diantara konstruk dan indikatornya memiliki nilai yang lebih besar daripada  nilai korelasi antara konstruk dengan indikator dan konstruk lainnya, maka model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang sangat baik.

	Tabel 4. 8 Hasil Cross Loadings

	Variabel
	Pencegahan Kecurangan (Y)
	Kompetensi (X)
	Moralitas Individu (Z)
	Moralitas Individu (Z)*Kompetensi (X)

	PK 1
	0,780
	0,548
	0,515
	-0,009

	PK 2
	0,782
	0,436
	0,509
	-0,061

	PK 3
	0,813
	0,533
	0,582
	-0,189

	PK 4
	0,873
	0,522
	0,612
	-0,056

	PK 5
	0,771
	0,487
	0,391
	-0,005

	PK 6
	0,820
	0,435
	0,451
	-0,045

	PK 7
	0,772
	0,421
	0,399
	-0,062

	PK 8
	0,774
	0,530
	0,547
	0,000

	KMP 1
	0,415
	0,775
	0,289
	-0,160

	KMP 2
	0,441
	0,801
	0,401
	-0,249

	KMP 3
	0,598
	0,898
	0,428
	-0,353

	KMP 4
	0,545
	0,884
	0,408
	-0,323

	KMP 5
	0,527
	0,814
	0,329
	-0,243

	KMP 6
	0,549
	0,858
	0,284
	-0,178

	MI 1
	0,585
	0,378
	0,824
	-0,186

	MI 2
	0,509
	0,355
	0,798
	-0,347

	MI 3
	0,539
	0,415
	0,840
	-0,285

	MI 4
	0,534
	0,464
	0,778
	-0,152

	MI 5
	0,453
	0,314
	0,789
	-0,229

	MI 6
	0,440
	0,248
	0,844
	-0,135

	MI 7
	0,497
	0,300
	0,828
	-0,171

	MI 8
	0,398
	0,235
	0,828
	-0,159

	MI 9
	0,491
	0,290
	0,836
	-0,219

	MI 10
	0,630
	0,478
	0,870
	-0,336

	MI 11
	0,546
	0,310
	0,827
	-0,263

	MI 12
	0,609
	0,358
	0,872
	-0,101

	MI*KMP
	-0,047
	-0,304
	-0,262
	1.000

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025



Dapat dilihat pada tabel 4.8 di atas nilai dari cross loadings terlihat jelas jika korelasi konstruk dengan indikator lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk yang telah ditetapkan. Karena indikator pada blok indikator konstruk lebih unggul daripada blok indikator lainnya, maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki validitas diskriminan yang sangat baik.  
3. Composite Reliability
Uji reliabilitas data dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Uji reliabilitas melihat nilai Composite Reliability dan Cornbach’s Alpha dengan kriteria masing-masing variabel harus lebih besar dari 0,70. Berikut adalah tabel hasil dari olah data yang telah dilakukan.
	Tabel 4. 9 Nilai Composite Reliability 

	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach’s Alpha

	Pencegahan Kecurangan (Y)
	0,925
	0,919

	Kompetensi (X)
	0,924
	0,916

	Moralitas Individu (Z)
	0,962
	0,958

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025



Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai composite reliability menunjukkan bahwa nilai tersebut untuk semua konstruk memiliki nilai > 0,7 demikian pula dengan cornbach’s alpha menunjukkan nilai > 0,7 dengan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk pada penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik dan telah sesuai dengan batas minimum yang disyaratkan. 
[bookmark: _Toc204776635]Model Struktural (Inner Model)
1. Analisis Variant (R2) atau Uji Determinasi
	Tabel 4. 10 Nilai R-Square

	Variabel
	R-Square

	Pencegahan Kecurangan (Y)
	0,597

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025


 Pada uji nilai R-Square memiliki tujuan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependennya. Semakin tinggi nilai R-Square maka menunjukkan tingkat variasi yang kuat. Hasil olah data R-Square dapat dilihat pada data tabel dibawah ini.



Berdasarkan tabel 4.9 tersebut, nilai R-Square sebesar 0,579 atau 58% yang berarti pencegahan kecurangan mampu menjelaskan variabilitas konstruk secara baik, dengan sisa 42% variabilitas konstruk dipengaruhi oleh konstruk lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam penelitian ini.
2. F-Square
	Tabel 4. 11 Nilai F-Square

	Variabel
	F-Square

	X -> Y
	0,438

	Z*X ->Y
	0,113

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025


F-square memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural. Hasil olah data F-square dapat dilihat pada tabel dibawah ini.




[bookmark: _Toc204776636]Estimasi Koefisien Jalur
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	Gambar 4. 1 Hasil Model Penelitian 

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025


[bookmark: _Toc204776637]Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dengan melihat nilai p-values telah memenuhi tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Hasil olah data tersaji pada tabel berikut.
	Tabel 4. 12 Hasil Path Coefficients

	Variabel
	Original Sampel
	P-Values

	X->Y
	0,476
	0,000

	Z*X->Y
	0,176
	0,007

	Z->Y
	0,493
	0,000

	Sumber:  Hasil Output Smart PLS Versi 4.0, 2025



Berdasarkan tabel 4.12 diatas, maka :
1. Nilai p-values kompetensi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05 (< 0,05) dengan nilai original sampel sebesar ( 0,463) positif. Maka dapat disimpulkan jika kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan  di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga hipotes H1 diterima.
2. Nilai p-values moralitas individu dalam memoderasi hubungan antara Kompetensi terhadap pencegahan kecurangan sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 (< 0,05) dengan original sampel positif sebesar 0,176. Dapat disimpulkan moralitas individu signifikan mampu memoderasi hubungan kompetensi terhadap pencegahan kecurangan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga H2 diterima.
[bookmark: _Toc204776638]Hasil Pembahasan
[bookmark: _Toc204776639]Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan 
Dari hasil pengujian hipotesis didapati jika variabel kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat dari hasil p-values o,ooo yaitu lebih kecil dari 0,05 dan path koefisien sebesar 0,476 yang berarti memiliki arah positif. Dikarenakan itu, berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima.
Semakin tinggi tingkat kompetensi mengenai zona integritas yang dimiliki oleh pegawai BPKAD Provinsi Kalimantan Timur maka akan semakin tinggi pula mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pegawai memiliki  pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku yang baik mengenai zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan demikian, maka diharapkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selalu konsisten dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pegawai mengenai zona integritas guna untuk mencegah terjadinya kecurangan.
Jensen dan Meckling dalam teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan amanah kepada pihak agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal.
Fritz Heider dalam teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana seseorang berperilaku dan dari perilaku tersebut seseorang memiliki alasan untuk melakukan suatu tidakan, yaitu alasan dari dalam diri seseorang dan alasan yang berasal dari luar diri seseorang. 
 Dengan demikian pegawai BPKAD Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kompetensi mengenai zona integritas yang sudah di arahkan oleh prinsipal. Jika pegawai BPKAD Provinsi Kalimantan Timur memiliki kompetensi mengenai zona integritas yang diarahkan oleh prinsipal dan memiliki alasan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku secara pribadi mengenai zona integritas serta mengikuti pelatihan yang diadakan oleh instansi maka akan meningkatkan terjadinya pencegahan terhadap kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono et al (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.
[bookmark: _Toc204776640]Moralitas Individu dalam Memoderasi Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan
Dari hasil uji hipotesis yang diperoleh bahwa variabel moralitas individu dalam memoderasi hubungan antara kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ditunjukkan dengan hasil p-values 0,007, yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai path-koefisien sebesar 0,176 yang berarti memiliki arah positif. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang diajukan dapat diterima. Dalam penelitian ini moralitas individu sebagai variabel moderasi, memperkuat hubungan kompetensi terhadap pencegahan kecurangan. Hasil uji moderasi menunjukkan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan secara murni (pure moderator).
Semakin pegawai memiliki tingkat moralitas yang tinggi dan memiliki kompetensi mengenai zona integritas maka semakin meningkatkan pencegahan kecurangan. Hal ini terjadi karena pegawai yang memiliki tingkat moral yang tinggi maka pegawai akan menggunakan kompetensi yang dimilikinya kepada hal yang berdampak baik. Dengan demikian, diharapkan instansi selalu memperhatikan tingkatan moral dari pegawai di instansinya, dikarenakan jika tingkatan moral yang dimiliki oleh pegawai rendah maka pegawai akan rentan dalam menyalahgunakan kompetensi yang dimilikinya. Dalam hal ini pegawai juga harus memiliki kesadaran atas moralnya sendiri agar dapat melakukan hal positif dalam mencegah terjadinya kecurangan.
 Jensen dan Meckling dalam teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan amanah kepada pihak agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Fritz Heider dalam teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana seseorang berperilaku dan dari perilaku tersebut seseorang memiliki alasan untuk melakukan suatu tidakan, yaitu alasan dari dalam diri seseorang dan alasan yang berasal dari luar diri seseorang. Kohlberg dalam teori perkembangan moral menjelaskan dasar dari perbuatan etis yaitu penalaran moral dari seseorang, terdapat tiga fase pada perkembangan moral seseorang yaitu pre-conventional, conventional, dan post-conventional. Dengan demikian pegawai sebagai agent yang menjalankan arahan dari prinsipal harus memiliki penalaran moral yang baik dalam melakukan penerapan kompetensi yang dimilikinya. Jika pegawai memiliki penalaran moral yang baik maka pegawai akan menerapkan kompetensi yang dimiliknya secara baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono et al., (2023) yang menyatakan bahwa moralitas individu mampu memperkuat hubungan antara kompetensi terhadap pencegahan fraud. 











[bookmark: _Toc204776641]
PENUTUP
[bookmark: _Toc204776642]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan, yaitu :
1. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Moralitas individu memoderasi dengan memperkuat pengaruh kompetensi terhadap pencegahan kecurangan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
[bookmark: _Toc204776643]Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas maka adapun saran yang dapat disampaikan terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan mengenai kompetensi pegawai terutama penerapan zona integritas di instansi dan melakukan pelatihan guna untuk meningkatkan kompetensi pegawai mengenai zona integritas.
2. Bagi pegawai BPKAD Provinsi Kalimantan Timur   diharapkan untuk selalu menjaga penalaran moral serta kompetensi yang dimiliki agar pencegahan kecurangan dapat dilakukan.
3. Bagi pemerintah diharapkan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan penalaran moral yang dimiliki oleh aparatur guna untuk mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi di kalangan pemerintahan.
4. Bagi peneliti selanjutnya:
a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian dengan tidak hanya menggunakan satu instansi, tetapi menggunakan instansi dengan skala yang lebih banyak, seperti instansi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
LEMBAR KUESIONER PENELITIAN
Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)

Perkenalkan saya Riadhi Dzikri Mahmudhi Mahasiswa Akuntansi angkatan 2021 Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan. Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul "Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur". 
Pada kesempatan kali ini, saya selaku peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi responden penelitian ini dengan mengisi kuesioner atas pertanyaan dengan lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan demi kepentingan penelitian, bukan untuk menilai kinerja di tempat Bapak/Ibu/Saudara(i) bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. 
	Hormat saya,

	

	

	

	Riadhi Dzikri Mahmudhi

	NIM. 2101036230


Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.










DATA DAN KETERANGAN KUESIONER
1. Nama/Inisial		:
2. Usia			:	☐ < 20 Tahun 	
☐ 20 - 35 Tahun
☐ > 35 Tahun

3. Jenis Kelamin		:	☐ Laki-laki
☐ Perempuan

4. Bidang			:	☐ Kepala BPKAD	☐ Perbendaharaan
☐ Sekretariat		☐ Pengelolaan BMD
☐ Anggaran		☐ Lainnya
☐ Akuntansi		
	
5. Jabatan			:	☐ Kepala BPKAD	☐ Kepala Bidang 	
				☐ Sekretaris		☐ Kepala Sub Bidang
				☐ Jabatan Fungsional	☐ Analis
				☐ Perencana		☐ Staf
				☐ Kepala Sub		☐ Tenaga Alih Daya	

6. Pendidikan Terakhir		:	☐ SMA Sederajat	☐ S2	
			☐ D3			☐ S3
			☐ S1					
		
7. Lama Bekerja		: 	☐ <5 Tahun
☐ 5-10 Tahun
☐ >10 Tahun






Petunjuk Pengisian sebagai berikut:
1. Bapak/Ibu/Saudara(i) dimohon untuk memberi tanda centang pada kolom jawaban.
2. Satu Pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan
3. Pilihan jawaban yang tertulis yaitu:
STS	: Sangat Tidak Setuju
TS	: Tidak Setuju
N	: Netral 
S	: Setuju
SS	: Sangat Setuju


KUESIONER PENELITIAN
A. Kompetensi (X)
	No.
	PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	 Saya memiliki kemampuan dalam mengumpulkan informasi tentang zona integritas (wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani)
	
	
	
	
	

	2.
	Saya memanfaatkan informasi yang saya miliki dalam melakukan pekerjaan pada instansi tempat saya bekerja
	
	
	
	
	

	3.
	Saya menerapkan zona integritas berdasarkan aturan pelaksaan yang telah ditetapkan
	
	
	
	
	

	4.
	
Saya memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan tugas 

	
	
	
	
	

	5.
	Saya Menerima masukan dan pendapat mengenai pekerjaan saya
	
	
	
	
	

	6.
	Ketika ada masalah pada saat penerapan zona integritas saya menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
	
	
	
	
	



2. Pencegahan Kecurangan (Y)
	No.
	PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Kebijakan anti fraud di instansi saya telah ditinjau secara berkala untuk mengetahui efektivitasnya
	
	
	
	
	

	2.
	Kebijakan anti fraud telah di komunikasikan kepada semua pegawai pada instansi saya bekerja
	
	
	
	
	

	3.
	Prosedur pencegahan kecurangan telah dirancang untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan
	
	
	
	
	

	4.
	Prosedur pencegahan kecurangan di instansi saya telah di evaluasi secara berkala 
	
	
	
	
	

	5.
	Teknik pengendalian pencegahan kecurangan telah dipilih sesuai dengan risiko yang dihadapi instansi
	
	
	
	
	

	6.
	Efektivitas pengendalian telah di evaluasi secara berkala untuk mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan instansi saya bekerja
	
	
	
	
	

	7.
	Instansi telah menanamkan kepekaan terhadap kecurangan kepada aparatur
	
	
	
	
	

	8.
	Instansi tempat saya bekerja telah mengadakan pelatihan dan pengembangan terhadap penerapan zona integritas untuk aparatur
	
	
	
	
	







3.  Moralitas Individu (Z)
	No.
	PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	
Saya berusaha menghindari hukuman

	
	
	
	
	

	2.
	
Saya memiliki kesadaran atas tanggung jawab yang diberikan

	
	
	
	
	

	3.
	
Saya senantiasa memberikan bantuan kepada rekan kerja

	
	
	
	
	

	4.
	
Saya merasa nyaman mengambil keputusan sesuai dengan kesepakatan bersama

	
	
	
	
	

	5.
	
Saya mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja

	
	
	
	
	

	6.
	
Saya menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja

	
	
	
	
	

	7.
	Saya bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di instansi

	
	
	
	
	

	8.
	
Saya bertindak sesuai dengan moral yang berlaku di instansi

	
	
	
	
	

	9.
	
Saya berkomitmen untuk bersikap sesuai dengan norma yang berlaku

	
	
	
	
	

	10.
	
Saya selalu mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan saya

	
	
	
	
	

	11.
	
Saya selalu jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya

	
	
	
	
	

	12.
	
Saya menjunjung tinggi prinsip etika dalam setiap keputusan yang saya ambil

	
	
	
	
	











































Lampiran 2 Tabulasi 66 Responden
	No.
	X.1
	X.2
	X.3
	X.4
	X.5
	X.6
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	Y.5
	Y.6
	Y.7
	Y.8
	Z.1
	Z.2
	Z.3
	Z.4
	Z.5
	Z.6
	Z.7
	Z.8
	Z.9
	Z.10
	Z.11
	Z.12

	1
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	5

	2
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	2
	4
	4
	5
	4
	4
	2
	5
	4
	4
	5

	3
	3
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	2
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	3
	5
	2
	4
	5
	4
	4
	2
	4
	4
	5
	4

	4
	3
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	3
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	2
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4

	5
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	3
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	7
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	4

	8
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	9
	3
	3
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	2
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	5

	10
	2
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	5
	4
	4
	5

	11
	3
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	3
	4
	4
	5
	4
	5
	4

	12
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	3
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	2
	4
	4
	5
	5
	4

	13
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	5
	4
	4
	4

	14
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	2
	5
	4
	4

	15
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4

	16
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	2

	17
	3
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	5
	5

	18
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5

	19
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2

	20
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	2

	21
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	22
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4

	23
	2
	4
	4
	5
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	24
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	25
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	26
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	3

	27
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	5

	29
	3
	2
	5
	5
	3
	5
	3
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	30
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	5

	31
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5

	32
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
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Lampiran 3 Hasil Uji PLS Algoritma
A. Model Outer
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B. Outer Loadings
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D. F-Square
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E. Construct Reliability dan Validity
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F. Discrimant Validity
a. Fornel Larcker
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b. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)
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c. Cross Loadings[image: ]














Lampiran 4 Analisis Bootstraping
A. Inner Model
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B. Hipotesis
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Lampiran 5 Surat Permohonan
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Lampiran 6 Balasan Surat Permohonan
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